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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lernbaran
Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10)
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Peru bah an Atas Peraturan Daerah nornor 10 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINASPEMADAMKEBAKARANDANPENYELAMATAN.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasa11

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
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4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut
DPKP adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Kutai Timur.

5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam
susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pad a instansi Pemerintah Daerah.

8. Uraian tugas dan fungsi adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang
berada dalam satuan organisasi yang merupakan penjabaran dari tugas
pokok dan fungsi.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal2

(1) DPKP merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) DPKPsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala DPKPyang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati me1alui
Sekretaris Daerah.

BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasa13

(1) Susunan Organisasi DPKP, terdiri atas:
a. Kepala DPKP;
b. Sekretariat, terdiri atas:
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1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Bidang Pencegahan:
1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi; dan
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan

dunia usaha;
d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan:

1. Seksi Pemadaman, Pengendalian Operasi dan komunikasi; dan
2. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Investigasi;

e. Bidang Sarana Prasarana:
1. Seksi Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana; dan
2. Seksi Informasi dan Pengolah data;

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kepala DPKP

Pasal4

(1) Kepala DPKP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati
di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

(2) Kepala DPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mempunyai
fungsi yang meliputi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan penyelamatan

terhadap bencana kebakaran;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

pencegahan dan penyelamatan;
c. pembinaan terhadap peran serta masyarakat di bidang urusan dan

prasarana peralatan pemadam kebakaran pada bangunan kantor
pemerintah, swasta dan pertokoan;

d. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap instansi
pemerintah, swasta dan masyarakat; dan

e. pengevaluasi seluruh kegiatan seksi sebagai bahan pengukur kinerja
DPKP.
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Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf b dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala DPKP.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala DPKPdalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas
bidang dan pelayanan teknis serta administrasi kepada seluruh satuan
organisasi dalam lingkungan DPKPyang meliputi Umum dan Program dan
Keuangan.

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi;
a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan;
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program DPKP;
c. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi

kesekretariatan DPKPyang meliputi administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, dan kerumahtanggaan DPKP;

d. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan
organisasi, dan ketatalaksanaan;

e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas DPKP;
f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPKPsesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasa16

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal3
ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
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(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. persuratan;
b. tata usaha;
c. kearsipan;
d. administrasi ASN;
e. perlengkapan;
f. rumah tangga; dan
g. penataan barang milik Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan

rumah tangga, dan administrasi perjalanan DPKP;
b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan

inventarisasi aset;
c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi

yang berlaku;
d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang milik Daerah

berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
f. penatausahaan Kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 7

(1)Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1)hurufb angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan
penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja,
penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan
bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan.

(3)Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi:
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a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan;
e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

program dan anggaran;
f. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
g. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan

keuangan;
h. pelaksanaan pengendalian kegiatan anggaran;
1. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji

serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
J. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
k. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

Paragraf 3
Bidang Pencegahan

Pasal8

(1) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala DPKP.

(2) Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala DPKPdibidang pencegahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan

penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam
wilayah Daerah;

b. pengk~ian, penyusunan
peningkatan kapasitas
penyelamatan; dan

c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran,
serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan
dunia usaha.

bahan dan program pengembangan dan
aparatur pemadam kebakaran dan
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Paragraf 1
Seksi Pencegahan dan Infeksi

Pasal9

(1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi dipimpin oleh Kepala Seksi, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang
Kepala Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala Bidang.

(2) Seksi pencegahan dan inspeksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian
fungsi dan tugas Kepala DPKPdi bidang pencegahan.

(3) Seksi pencegahan dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi:
a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen

kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan
dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk
Sistem Proteksi Kebakaran;

b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan
kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Daerah; dan

c. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan
inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam
wilayah Daerah.

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Masyarakat,

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Dunia Usaha

Pasal 10

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan
dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka
2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan
dunia usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dan tugas
bidang pencegahan.
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(3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan
dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai fungsi:
a. melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan,

serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan

kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik
pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan
maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam
kebakaran dan penyelamatan;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta
fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan
penyelamatan;

d. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
dalam pencagahan dan penanggulangan kebakaran melalui
pembentukan barisan relawan kebakaran, satuan relawan kebakaran
dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;

e. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan
kapasitas barisan relawan kebakaran satuan relawan kebakaran dan
manajemen keselamatan kebakaran gedung baik peningkatan
kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan
kebakaran; dan

f. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada
kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negera di wilayah
Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian Keempat
Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 11

(1) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1)huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPKP.

(2) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemadaman dan Penyelamatan.
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemadaman dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadam

dan penyelamatan, serta penyelenggaraan command center,
b. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam

wilayah Daerah, pemadaman dan pengendalian penanganan bahan
berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah Daerah, serta penelitian
dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi
membahayakan manusiaj'operasi non kebakaran; dan

c. penyelanggaraan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan
terdampak kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi
membahayakan manusia, serta verifikasi aktual warga negara yang
menjadi korban dan terdampak kebakaran dan kondisi membahayakan
manusia.

Paragraf 1
Seksi Pemadaman,

Pengendalian Operasi dan komunikasi dan Investigasi

Pasal 12

(1) Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemadaman dan Penyelamatan.

(2) Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan
sebagian fungsi dan tugas Bidang Pemadaman dan Penyelamatan.

(3) Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi, melaksanakan uraian tugas:
a. merencanakan dan menyusun saran tindak taktik, strategi dan

panduan rencana operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan
evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat
non kebakaran;

b. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan
aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran, operasi
penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan
operasi darurat non kebakaran; dan
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c. menyelenggarakan command center, koordinasi, komunikasi dan
kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi
pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi
membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran.

d. menyelenggarakan operasi pemadaman dan investigasi pemadaman
dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Daerah, serta pemadaman
dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di
wilayah Daerah; dan

e. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time)
penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Daerah.

Paragraf2
Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Investigasi

Pasal 13

(1) Seksi Pemadaman dan Investigasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman dan
Penyelamatan.

(2) Seksi Pemadaman dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan
sebagian fungsi dan tugas Bidang Pemadaman dan Penyelamatan.

(3) Seksi Pemadaman dan Investigasi, melaksanakan uraian fungsi:
a. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran

dalam wilayah Daerah, serta pemadaman dan pengendalian
penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah Daerah;

b. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time)
penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Daerah; dan

c. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian
kebakaran dan menertibkan rekomendasi pencegahan dan tindaklanjut
berdasarkan hasil pengujian penyebab kejadian kebakaran, operasi
darurat non kebakaran dan kondisi membahayakan manusia;
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Bagian Kelima
Bidang Sarana Prasarana

Pasal 14

(1) Bidang Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala DPKP.

(2) Bidang Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan dibidang Sarana Prasarana.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi dan pengadaan sarana

dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
b. perencanaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana

pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system informasi

kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan
pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan
Daerah, serta pengolahan dan penyajian data kebakaran dan
penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 1
Seksi Pengadaan, Pemeliharaan dan

Perawatan Sarana Prasarana

Pasal 15

(1) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana
Prasarana.

(2) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan
sebagian fungsi dan tugas Bidang Sarana Prasarana.

(3) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana, melaksanakan uraian fungsi:
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a. menyelenggarakan analisis kebutuhan identifikasi, standardisasi dan
inventarisasi saran a prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan,
alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran
bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan
kebakaran;

b. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan standarisasipemanfaatan
dan evaluasi, fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis
penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri
petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok
masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

c. menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan
perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan,
alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam
kebakaran bagi masyarakat.

Paragraf2
Seksi Informasi dan Pengolah Data

Pasal 16

(1) Seksi Infonnasi dan Pengolah Data dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana.

(2) Seksi Infonnasi dan Pengolah Data mempunyai tugas melaksanakan
sebagian fungsi dan tugas Bidang Sarana Prasarana.

(3) Seksi Informasi dan Pengolah Data, melaksanakan fungsi:
a. melaksanakan pembangunan dan pengembangan system informasi

kebakaran dan penyelamatan secara terintegritasi antara pusat,
provinsi dan Daerah;

b. melakukan pemeliharaan system informasi kebakaran dan
penyelamatan; dan

c. melaksanakan verifikasr/validasi data dan laporan, pengolahan data
dan laporan, dan penuajian data dan laporan kebakaran dan
penyelamatan.
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Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal17

(1) Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf f adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional DPKP
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPKP.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) KelompokJabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

(4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola
kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

(7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
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BABIV
TATAKERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur oganisasi di lingkungan
DPKPmerupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi DPKP, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub
Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas
masing-rnasing.

(3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan DPKP wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan,
pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal20

Kepala DPKPwajib bertanggungjawab untuk:
a. melaksanakan peta proses bisnis;
b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan

inovasi pelayanan publik;
c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal21

(1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada DPKP wajib mematuhi ketentuan
dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan
laporan.
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(2) Kepala Su b Bagian dan Seksi menyampaikan laporan kepada Sekretaris dan
Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya, Sekretaris dan Kepala Bidang
menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada
Kepala DPKP.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan
dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan
disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal22

Dalam hal Kepala DPKP berhalangan, maka Kepala DPKP dapat menunjuk
Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan
memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BABV
KEPEGAWAIAN

Pasal23

(1) Kepala DPKP adalah pejabat eselon IIlb atau jabatan pimpinan tinggi
pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon IIIIa dan Kepala Bidang eselon
III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagiarr/ Seksi adalah pejabat
eselon IVIa atau jabatan pengawas.

(2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III
atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas
diangkat diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat lainnya di lingkungan DPKPdiangkat dan diberhentikan oleh pejabat
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan DPKP wajib memberikan
pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal24

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII
KETENTUANPERALIHAN

Pasa125

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sarnpai dengan dilantiknya Pejabat
berdasarkan Peraturan Bupati ini

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata
Kerja DPKP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa127

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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